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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

Judul: 
TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG 
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK 

PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYIDIK SATRESKRIM 
POLRES SELUMA 

A. Identitas Responden 

1. Nama : Aipda Meky Ronandar, S.H 

2. Jabatan : KANIT PPA  

3. Lama bekerja : 11 Tahun 

4. Unit kerja : SATRESKRIM POLRES SELUMA 

B. Pertanyaan  
Penerapan UU No. 21 Tahun 2007 

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai UU No. 21 Tahun 2007 

tentang TPPO? 

2. Bagaimana prosedur penyidikan kasus TPPO di Polres Seluma? 

3. Apakah dalam praktik penyidikan sudah sepenuhnya mengacu pada UU 

No. 21 Tahun 2007? 

4. Bagaimana cara penyidik mengidentifikasi suatu kasus termasuk TPPO 

atau bukan? 

5. Apa saja tahapan penyidikan dalam kasus TPPO yang biasanya dilakukan? 

6. Bagaimana penerapan unsur-unsur TPPO dalam proses penyidikan? 

7. Apakah terdapat perbedaan penanganan antara TPPO dengan tindak 

pidana umum lainnya?
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8. Bagaimana koordinasi dengan instansi lain (kejaksaan, dinas sosial, dll) 

dalam penanganan kasus TPPO? 

9. Bagaimana perlindungan terhadap korban selama proses penyidikan? 

10. Apakah pernah terjadi perbedaan pandangan antara penyidik dan 

jaksa/hakim terkait penerapan pasal TPPO? Jelaskan 

C. Pertanyaan Pendukung  
Faktor Penghambat dan Upaya mengatasi hambattan tersebut 

11. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyidikan kasus TPPO? 

12. Apakah keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan?  

13. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana dalam mendukung penyidikan? 

14. Apakah ada kendala dalam pembuktian unsur TPPO? 

15. Bagaimana peran masyarakat dalam membantu pengungkapan kasus TPPO? 

16. Bagaimana pengaruh faktor budaya atau lingkungan terhadap penanganan 

kasus? 

17. Apakah pelatihan atau pendidikan khusus bagi penyidik sudah memadai? 

D. (Pendalaman) 

18. Menurut Bapak/Ibu, apakah UU No. 21 Tahun 2007 sudah efektif 

diterapkan? 

19. Apa yang perlu diperbaiki dalam penerapan UU tersebut? 

20. Apakah perlu adanya regulasi tambahan atau revisi undang-undang?  


